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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TAHUN 2026

ABSTRAK bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 314/0RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun
2026; Susunan Keanggotaan Tim; Tugas Tim; Tugas masing-masing anggota Tim; Tim
Kerja; Tim Penataan Tata Laksana; Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Tim Penguatan Pengawasan; Tim Penguatan
Pelayanan Publik; Susunan Keanggotaan Tim.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 April 2026
Lampiran 4 halaman



